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Tak Kuat Bayar UMK,
Ajukan Penangguhan

YOGYA (KR) - Keputusan pemerintah kabupatenf
kota se-DIY untuk menetapkan Upah Minimum
Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2013 di atas Kebu-
tuhan Hidup Layak (KHL) disambut baik para pekerja.
Namun demikian para pengusaha mengaku was-was
atas keputusan tersebut. Jika pengusaha tak mampu
bayar UMK, dikhawatirkan terjadi gelombong PHEK.
Namun bagi pengusaha yang keberatan dan merasa
belum mampu membayarkan gaji sesuai UMK, dimin-
ta mengajukan penangguhan.

Menurut Ketua Asosiasi
Pengusaha Indonesia (Apindo)
Kota Yogyakarta, Harmanto
Djoko Wahyono, nilai UMK
tersebut besarannya cukup re-

DAFTAR LENGKAP UMK se-DIY

latif. Hanya saja, karena seba-
gian besar perusahaan di Kota
Yogyakarta merupakan katego-
ri menengah ke bawah maka
dipastikan  banyak yang

meraza keberatan.

“Kalau itu sudah keputusan,
ya biar nanti bagaimana situ-
asinya. Jika pengusaha sudah
tidak mampu, pasti akan me-
milih PHE (Pemutusan Hu-
bungan Kerja)," terangnya,
Selasa (20/11).

Keputusan PHE, imbuh
Djoko, merupakan jalan ter-
akhir yang akan ditempuh
pengusaha. Dicontohkannya
pengusaha di bidang trans-
portasi serta perminyakan dan
gas dimana keuntungannya se-
lalu mengikuti margin dari
Pertamina. Jika marginnya ti-
dak dinaikkan, maka keun-
tungan akan habis untuk mem-
bayar tenaga kerja. Dengan
demikian, pengusaha akan gu-

Berdasar data dari Dinas
Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi (Dinsosna-
kertrans) Kota Yogyakarta,
terdapat 1.227 perusahaan
vang terdaftar di Kota
Yogyakarta dengan total seld-
tar 356 ribu tenaga kera.
Sehagian * besar  memang
merupakan perusahaan kelas
menengah ke bawah. Oleh
karena itu, pengusaha yang
merasa keberatan dan belum
mampu membayarkan sesuai
UME, diimbau mengajukan
permohonan penangguhan.

Penangguhan tersebut di-
sampaikan kepada Pemerintah
DIY paling lambat 10 hari se-
belum UMK diberlakukan..
‘UMK mulai berlaku per 1
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